
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

: a. bahwa dalam pelaksanaan ekspor diperlukan Surat 
Keterangan Asal yang memenuhi ketentuan asal 
barang Indonesia; 

b. bahwa saat ini belum ada peraturan yang mengatur 
mengenai ketentuan asal barang Indonesia; 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam 
rangka men en tukan asal barang Indonesia, 
mengembangkan ekspor, memperlancar arus barang 
ekspor, perlu mengatur mengenai ketentuan asal 
barang Indonesia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 
Indonesia); 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETENTUAN ASAL HARANG INDONESIA 
(RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) 

TENT ANG 

Mengingat 

Menimbang 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 77 /M-DAG/PER/ 10/2014 
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MUHAMMAD LUTFI 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Oktober 2014 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Men teri 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
1 Januari 2015. 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal 
( Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia; 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
59/M-DAG/PER/ 12/2010 tentang Ketentuan 
Penerbitan Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin) 
Untuk Barang Ekspor Indonesia; dan 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
60/M-DAG/PER/ 12/2010 tentang Instansi Penerbit 
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk 
Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
21/M-DAG/PER/4 /2012, 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Menteri ini. 

Pasal 15 

Terhadap Barang yang telah memenuhi kriteria asal 
barang ( origin criteria) se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, kriteria pengmman (consignment criteria) 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan keten tuan 
mengenai proses penerbitan SKA (procedural provision) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai 
Barang asal Indonesia (Indonesia originating goods). 

Pasal 14 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor 77 /M-DAG/PER/ 10/2014 


